BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 188.45/406/KEP/BPPRD/2021

| TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

Menimbang

Mengingat

i

DI KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2)
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan
Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu
dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di
Kabupaten Belitung;
bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Belitung; '
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang....
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 fentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan....
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Menetapkan :
KESATU

KEDUA

11

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan
Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Tugas Pokok dan Kewenangan Wakil Bupati Belitung (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
di Kabupaten Belitung, dengan susunan .keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai
tugas, sebagai berikut:
1. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah;
2. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah;
3. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
4. mengidentifikasi....
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4. mengidentifikasi ~ permasalahan dan kendala  atas
pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
5. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi ~ Transaksi
Pemerintah Daerah kepada Satuan Tugas Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
6. melakukan  sosialisasi dan  evaluasi  pelaksanaan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
KETIGA . Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Belitung.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
12 Juli 2021

b
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 188.45/406/KEP/BPPRD/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DI
KABUPATEN BELITUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG

I. Ketua
I1. Wakil Ketua

III. Ketua Pelaksana Harian
IV. Sekretaris

V. Anggota

1. Bupati Belitung.

2. Wakil Bupati Belitung. -

Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Bangka Belitung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Belitung.

1. Inspektur Kabupaten Belitung.

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Belitung.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Belitung.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Belitung.

6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten
Belitung. X

7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.

8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
Kabupaten Belitung.

9. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Belitung.

10.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

11.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Belitung.

12.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung.

13.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung.

14.Direktur .Rumah Sakit Umum Daerah H.
Marsidi Judono.

15.Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung.

16.Kepala...
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16.Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang
Tanjungpandan.

ATI BELITUNG,

IROBIE

©:\Users\BIOSTAR_Art\ Dropbax\BAGIAN HUKUM\PHIA2021 \KEPBUP\406~TIM DIGITALISAS] PERCEPATAN KABUPATEN BELITUNG.docx 6



